
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

NOMOR : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait  dengan  penyelenggaraan  pelayanan,  setiap  penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;;

b. Bahwa  untuk  memberikan  kepastian,  meningkatkan  kualitas  dan
kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan  penyelenggara  sehingga  mendapat  kepercayaan
masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan
Publik;

c. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang  Standar
Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang Konservasi Sumber
Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah
diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi

Pemerintah; 
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan…
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa; 

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada
Kementerian Kehutanan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

14.Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

15.Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan
Convention on International Trade in Endangered Spesies (CITES) of
Wild Fauna and Flora; 

16.Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.19/Menhut-II/2005  tentang
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

17.Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.63/Menhut-II/2013  tentang
Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk
Lembaga Konservasi;

18.Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

19.Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016  Tentang  Penetapan  Harga
Patokan Tumbuhan Dan Satwa Liar Di Dalam Negeri Atau Di Luar
Negeri;

20.Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

21.Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum  Konsultasi  Publik  Di  Lingkungan  Unit  Penyelenggara
Pelayanan Publik; 

22.Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya
Genetik  Spesies  Liar  Dan  Pembagian  Keuntungan  Atas
Pemanfaatannya;

23.Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;

24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi  Nomor  46  Tahun  2020  tentang  Road  Map  Sistem
Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  Nasional  Tahun  2020-
2024; 

25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun
2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada  Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

26. Peraturan…
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26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem; 

27.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun
2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

28.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun
2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar; 

29.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara
dan Persyaratan  Kegiatan  Tertentu  Pengenaan Tarif  Rp.  0,00  (nol
rupiah) diKawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman
Buru dan Hutan Alam; 

30.Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  104/Kpts-II/2003  tentang
Penunjukan Direktur  Jenderal  Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (Managaement Authority)
CITES di Indonesia; 

31.Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata
Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan
dan  Satwa  Liar;  31.  Peraturan  Direktur  Jenderal  PHKA  No:
7/IV-SET/2011  tentang  Tata  Cara  Masuk  Kawasan  Suaka  Alam,
Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI  BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM PAPUA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI
BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar  Pelayanan pada Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam
Papua meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :
1. Standar  Pelayanan  Penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Perizinan

Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum
2. Standar  Pelayanan  Penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Perizinan

Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
3. Standar  Pelayanan  Penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Perizinan

Berusaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam/Luar Negeri;
4. Standar  Pelayanan  Penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Perizinan

Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);
5. Standar  Pelayanan  Penerbitan  Izin  Pengambilan/Penangkapan

Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);
6. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Akses Sumber Daya Genetik Non

Komersi al Jenis Tidak Dilindungi Bagi Pemohon Dalam Negeri;
7. Standar Pelayanan Permohonan SIMAKSI; 
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8. Standar Pelayanan Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam
Negeri  (SATS-DN)  Komersial  Yang  Belum  Dilimpahkan
Kewenangannya Kepada Bidang Ksda Wilayah Dan Seksi Konservasi
Wilayah;

9. Standar Pelayanan Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam
Negeri  (SATS-DN)  Komersial  Yang  Telah  Dilimpahkan
Kewenangannya Kepada Bidang Ksda Wilayah Dan Seksi Konservasi
Wilayah;

10.Standar  Pelayanan  Penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Perizinan
Berusaha  Pengusahaan  Sarana  Jasa  Lingkungan  Wisata  Alam
(PBPSWA);

11. Standar  Pelayanan  Penerbitan  Pertimbangan  Teknis  Perizinan
Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam  Pada Kawasan Konservasi;

12.Format  Proposal  Perizinan  Berusaha  Lembaga  Konservasi  Untuk
Kepentingan Umum;

13.Format  Rencana  Karya  Perizinan  Berusaha  Lembaga  Konservasi
Untuk Kepentingan Umum;

14.Format Rencana Karya Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan
Dan Satwa Liar;

15.Format Proposal Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan Dan
Satwa Liar;

16.Format Rencana Karya Perizinan Berusaha Peredaran Dalam Negeri /
Luar Negeri Tumbuhan Dan Satwa Liar.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib
dilaksanakan  oleh  Penyelenggara  dan  Pelaksana  serta  digunakan
sebagai  acuan  dalam  penilaian  kinerja  pelayanan  oleh  Kepala
Penyelenggara,  aparat  pengawas  dan  masyarakat  dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat  Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan
ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP.  19721002 199903 1 001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
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Lampiran 1 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA
LEMBAGA KONSERVASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan 1. Pemohon dapat berupa :

a. Badan usaha milik Negara
b. Badan Usaha Milik Daerah
c. Perseroan Terbatas
d. Koperasi

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Proposal 
b. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari Balai Besar atau

Bidang/SKW setempat 
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
d. Persetujuan Lingkungan
e. Rencana  Karya  pengelolaan  Lembaga  Konservasi untuk

Kepentingan Umum 
f. Rencana tapak (site plan)
g. Peta lokasi rencana kegiatan
h. Bukti kepemilikan atau legalitas lahan dan bangunan yang sah
i. Pakta Integritas dalam bentuk akta notaris
j. Persetujuan Lingkungan
k. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk  softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas  loket  menyerahkan  permohonan  kepada  Pokja  Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila  permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis  KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja Pemanfaatan

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep 
Pertimbangan Teknis

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran 

Pertimbangan teknis

Pertimbangan 
teknis dikirim/ 

diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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dan Pelayanan membuat  konsep Pertimbangan Teknis  Perizinan
Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum

7. Telaahan  dan  konsep  Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha
Lembaga  Konservasi  Untuk  Kepentingan  Umum disampaikan
kepada kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga
Konservasi Untuk Kepentingan Umum belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

9. Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga
Konservasi Untuk Kepentingan Umum telah disetujui Kepala Balai
Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat
Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha  Lembaga  Konservasi
Untuk Kepentingan Umum kemudian diparaf oleh Kepala Bidang
Tenis dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha  Lembaga  Konservasi
Untuk Kepentingan Umum ditandatangani Kepala Balai Besar

11. Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha  Lembaga  Konservasi
Untuk Kepentingan Umum diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 7 (tujuh) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

2. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan Rekomendasi, jika
tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

4 Biaya Tidak dipungut

5 Produk Pelayanan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi Untuk
Kepentingan Umum yang berlaku 1 (satu) tahun

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang Konservasi Sumber

Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang
Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  3

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  15
Tahun  2023  Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Tumbuhan  dan
Satwa Liar

8. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019  tentang  Lembaga
Konservasi

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata
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Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan
dan Satwa

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki  pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan

dan satwa liar
7. Memiliki  pengetahuan  tentang  pemeriksaan  persiapan  teknis

Lembaga Konservasi

4 Pengawasan 
Internal

1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. Diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus disampaikan
kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal berjumlah
2 (dua) orang.

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan  monitoring  dilaksanakan  setiap  ada  permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

       ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 2 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA
PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Persyaratan 1. Pemohon dapat berupa :

a. Orang perseorangan
b. Badan Usaha Milik Negara
c. Badan Usaha MilikDaerah
d. Perseroan Terbatas
e. Persekutuan komanditer
f. Badan usaha milik desa
g. Koperasi

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Proposal untuk pemohon baru dan Rencana Kerja Lima Tahun

(RKL) untuk pemohon perpanjangan 
b. Berita  Acara  Pemeriksaan Persiapan  Teknis  dari  Balai  Besar

KSDA Papua 
c. Dokumen Legalitas Asal Usul Induk, Benih atau Bibit
d. Persetujuan Lingkungan 
e. Pakta Integritas bermaterai 
f. Surat Pernyataan Komitmen Dilampiri Dengan Rekening Koran
g. bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis

TSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk  softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas  loket  menyerahkan  permohonan  kepada  Pokja  Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila  permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis  KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja Pemanfaatan

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep 
Pertimbangan Teknis

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran 

Pertimbangan teknis

Pertimbangan 
teknis dikirim/ 

diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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dan Pelayanan membuat  konsep Pertimbangan Teknis  Perizinan
Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

7. Telaahan  dan  konsep  Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha
Penangkaran  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar disampaikan  kepada
kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila  konsep  Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar belum disetujui  Kepala
Balai  Besar  maka  dikembalikan  ke  Pokja  Pemanfaatan  dan
Pelayanan untuk diperbaiki

9. Apabila  konsep  Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah disetujui Kepala Balai
Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat
Pertimbangan Teknis  kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan
dan Satwa Liar ditandatangani Kepala Balai Besar

11. Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan
dan Satwa Liar diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 7 (tujuh) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

2. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan Rekomendasi, jika
tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

4 Biaya Tidak dipungut

5 Produk Pelayanan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan
Satwa Liar yang berlaku 1 (satu) tahun

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang Konservasi Sumber

Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang
Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19

Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  3

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

8. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  15
Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan
dan Satwa Liar

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata
Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan
dan Satwa

2 Sarana dan 1. Ruang tunggu
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Prasarana dan/atau
Fasilitas

2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki  pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan

dan satwa liar
7. Memiliki  pengetahuan  tentang  pemeriksaan  persiapan  teknis

penangkaran  tumbuhan dan satwa liar

4 Pengawasan 
Internal

1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. Diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus disampaikan
kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal berjumlah
2 (dua) orang.

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan  monitoring  dilaksanakan  setiap  ada  permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            10 / 73                            10 / 73



Lampiran 3 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA PEREDARAN JENIS
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM ATAU LUAR NEGERI

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan 1. Pemohon dapat berupa :

a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha MilikDaerah
c. Perseroan Terbatas
d. Koperasi

2. Permohonan diajukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua
yang dilengkapi dengan:
a. Proposal  untuk  pemohon  baru  dan  RKT  untuk  pemohon

perpanjangan 
b. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari Balai Besar

KSDA Papua
c. Persetujuan Lingkungan
d. Pakta Integritas yang bermaterai
e. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat  konsep  Rekomendasi
Perizinan Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri

7. Telaahan  dan  konsep  Rekomendasi  Perizinan  Berusaha
Peredaran Dalam/Luar Negeri disampaikan kepada kepala Balai
Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila  konsep  Rekomendasi  Perizinan  Berusaha  Peredaran

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep 
Rekomendasi

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran 

Rekomendasi

Rekomendasi 
dikirim/ diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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Dalam/Luar  Negeri belum  disetujui  Kepala  Balai  Besar  maka
dikembalikan  ke  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  untuk
diperbaiki

9. Apabila  konsep  Rekomendasi  Perizinan  Berusaha  Peredaran
Dalam/Luar Negeri telah disetujui Kepala Balai Besar maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat  Rekomendasi  Perizinan
Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri kemudian diparaf oleh
Kepala Bidang Tenis dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri
ditandatangani Kepala Balai Besar

11. Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri
diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 5 (lima) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

2. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan Rekomendasi,
jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

4 Biaya Tidak dipungut

5 Produk Pelayanan Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran Dalam / Luar Negeri 

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  3

Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada
Penyelenggaran  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun  2023  Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Tumbuhan  dan
Satwa Liar

8. Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor  447/Kpts-II/2003 tentang
Tata  Usaha  Pengambilan  atau  Penangkapan  dan  peredaran
Tumbuhan dan Satwa

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            12 / 73                            12 / 73



4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan

dan satwa liar
7. Memiliki  pengetahuan  tentang  pemeriksaan  persiapan  teknis

peredaran tumbuhan dan satwa liar

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

2. Petugas  yang  melakukan  pemeriksaan  ke  lokasi  minimal
berjumlah 2 (dua) orang.

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan  monitoring  dilaksanakan  setiap  ada  permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

 

                                                                                              ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 4 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA
PERAGAAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan 1. Pemohon dapat berupa :

a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha MilikDaerah
c. Perseroan Terbatas
d. Koperasi 

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Proposal  untuk  pemohon  baru  dan  RKT  untuk  pemohon

perpanjangan
b. Berita  Acara Pemeriksaan asal  usul  jenis  TSL dan sarana

prasarana dari Balai Besar KSDA Papua 
c. sertifikasi atau penandaan jenis TSL
d. surat keterangan kesehatan satwa untuk jenis satwa liar hidup

dari instansi yang berwenang
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
g. Persetujuan Lingkungan
h. Pakta Integritas yang bermaterai
e. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi
f. Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan

Umum (jika telah memiliki)

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep 
Rekomendasi

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran 

Rekomendasi

Rekomendasi 
dikirim/ diambil

1 2,3 4

8

7

6

5
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6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat  konsep  Pertimbangan
Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar

7. Telaahan  dan  konsep  Rekomendasi  Perizinan  Berusaha
Peredaran Luar Negeri disampaikan kepada kepala Balai Besar
untuk mendapat persetujuan

8. Apabila  konsep  Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha
Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

9. Apabila  konsep  Pertimbangan  Teknis  Perizinan  Berusaha
Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar telah disetujui Kepala Balai
Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Teknis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Pertimbangan Teknis  Perizinan  Berusaha Peragaan Tumbuhan
dan Satwa Liar ditandatangani Kepala Balai Besar

11. Pertimbangan Teknis  Perizinan  Berusaha Peragaan Tumbuhan
dan Satwa Liar diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Peragaan Jenis TSL
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh
operator pelayanan publik bidang pemanfaatan TSL

2. Telaah  dokumen  permohonan  dan  persyaratan  paling  lama  7
(tujuh) hari kerja sejak BAP diterbitkan

3. Berdasarkan hasil telaahan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala
Balai Besar KSDA Papua memberikan Pertimbangan Teknis atau
mengembalikan berkas untuk dilengkapi

4 Biaya Tidak dipungut

5 Produk Pelayanan Pertimbangan Teknis  Perizinan Berusaha Peragaan Tumbuhan dan
Satwa Liar

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  3

Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada
Penyelenggaran  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun  2023  Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Tumbuhan  dan
Satwa Liar

8. Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor  447/Kpts-II/2003 tentang
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Tata  Usaha  Pengambilan  atau  Penangkapan  dan  peredaran
Tumbuhan dan Satwa

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan

dan satwa liar
7. Memiliki  pengetahuan  tentang  pemeriksaan  persiapan  teknis

peragaan tumbuhan dan satwa liar

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. Diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

2. Petugas  yang  melakukan  pemeriksaan  ke  lokasi  minimal
berjumlah 2 (dua) orang.

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan  monitoring  dilaksanakan  setiap  ada  permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                               ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 5 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN IZIN PENGAMBILAN/PENANGKAPAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan 1. Pemohon  merupakan  pelaku  usaha  yang  telah  memperoleh

Sertifikat  Standar  Izin  Usaha  Peredaran  Jenis  Tumbuhan  dan
Satwa Liar Dalam Negeri dalam wilayah kerja Balai Besar KSDA
Papua meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan.

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Rencana Kerja Tahunan
b. informasi  mengenai  jenis,  jumlah,  jenis  kelamin,  umur atau

ukuran,  dan  wilayah  pengambilan  serta  deskripsi  rinci
mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan

c. Peta wilayah kerja minimal 1:250.000
d. Pertimbangan teknis SKW setempat
e. Rekomendasi Bidang Wilayah setempat
f. Laporan realisasi (bagi pemegang izin lama)

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat  konsep  Izin
Pengambilan/Penangkapan

7. Telaahan  dan  konsep  Izin  Pengambilan/Penangkapan
disampaikan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk  mendapat
persetujuan

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep SK
Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran SK

SK dikirim/ diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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8. Apabila konsep Izin Pengambilan/Penangkapan belum disetujui
Kepala Balai Besar maka dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan
dan Pelayanan untuk diperbaiki

9. Apabila  konsep  Izin  Pengambilan/Penangkapan  telah  disetujui
Kepala  Balai  Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan
membuat Surat Keputusan (SK) Izin Pengambilan/Penangkapan
kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis dan Kepala Bagian
Tata Usaha

10. SK ditandatangani Kepala Balai Besar
11. SK diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 5 (lima) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

2. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan pertimbangan
teknis, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

4 Biaya Sesuai :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

2. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

5 Produk Pelayanan Surat  Keputusan  Kepala  Balai  Besar  KSDA Papua  tentang  Izin  
Pengambilan/Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
4. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

9. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

10. Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor  447/Kpts-II/2003 tentang
Tata  Usaha  Pengambilan  atau  Penangkapan  dan  peredaran
Tumbuhan dan Satwa

2 Sarana dan 1. Ruang tunggu
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Prasarana dan/atau
Fasilitas

2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan 

dan satwa liar

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                             ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 6 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN IZIN AKSES SUMBER DAYA GENETIK NON KOMERSIAL
JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR BAGI PEMOHON DALAM NEGERI

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Peryaratan 1. Pemohon dapat berupa :
a. lembaga pemerintah
b. perguruan tinggi
c. lembaga  atau  organisasi  yang  berbadan  hukum
d. perorangan   yang   berafiliasi   dengan   lembaga   yang

berbadan hukum.
2. Permohonan diajukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua

yang dilengkapi dengan:
a. Proposal
b. Membayar  pungutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undanga

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pemohon  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat konsep Izin Akses SDG
Non  Komersial  dan  menyampaikan  kepada  pemohon  untuk
memaparkan  kegiatan  (bagi  pemohon  yang  berada  di  luar
Kota/kabupaten Jayapura, akan disediakan link zoom meeting)

7. Telaahan dan konsep Izin Akses SDG Non Komersial disampaikan
kepada kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila konsep Izin Akses SDG Non Komersial belum disetujui

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi Permohonan Lengkap/ 
tidak

Paparan kegiatan dan 
konsep Izin Akses

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran Izin Akses

Izin Akses dikirim/ 
diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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Kepala Balai Besar maka dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan
dan Pelayanan untuk diperbaiki

9. Apabila  konsep Izin  Akses SDG Non Komersial  telah  disetujui
Kepala  Balai  Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan
membuat Surat Keputusan (SK) Izin Akses SDG Non Komersial
kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis dan Kepala Bagian
Tata Usaha

10. Izin Akses SDG Non Komersial ditandatangani Kepala Balai Besar
11. Izin Akses SDG Non Komersial diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 2 (dua) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

2. Jika  berkas  dinyatakan  lengkap,  paling  lambat  2  (dua)  hari
dilakukan  presentasi  oleh  pemohon,  jika  belum  akan
diinformasikan ke pemohon

3. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah presentasi, disampaikan hasil
kegiatan no 2. Jika telah sesuai maka diterbitkan Izin Akses SDG
Non Komersial, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

4 Biaya 1. Iuran  izin  pengambilan  sampel  penelitian  (mati/bagian-bagian)
sebesar Rp. 50.000,00 per izin.

2. Pungutan  untuk  pengambilan  dan  pengangkutan  sampel
spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan
penelitian sebesar 50% x harga patokan per batang atau per pcs
atau per cc.

5 Produk Pelayanan Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Papua tentang Izin  Izin
Akses Sumber Daya Genetik Non Komersial

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

8. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018  tanggal  22  Januari  2018
tentang  Akses  Pada  Sumber  Daya  Genetik  Spesies  Liar  dan
Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya

9. Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor  447/Kpts-II/2003 tentang
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Tata  Usaha  Pengambilan  atau  Penangkapan  dan  peredaran
Tumbuhan dan Satwa

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu;
2. Ruang pertemuan;
3. LCD projector;
4. Dispenser;
5. kudapan;
6. Komputer/ laptop;
7. Printer dan scanner;
8. Kamera;
9. ATK

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan 

dan satwa liar
7. Memiliki  pengetahuan  tentang  Akses  Sumber  Daya  Genetik

Spesies Liar 

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (empat) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan  monitoring  dilaksanakan  setiap  ada  permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                              ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 7 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1. Persyaratan Syarat permohonan SIMAKSI : 

A. Warga Negara Indonesia 
1. Tujuan Penelitian dan pengembangan: 

a. Proposal kegiatan 
b. Fotocopy tanda pengenal 
c. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
d. Surat rekomendasi dari mitra kerja/ kampus 

2. Tujuan Ilmu pengetahuan dan Pendidikan: 
a. Proposal kegiatan 
b. Fotocopy tanda pengenal 
c. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
d. Surat rekomendasi dari mitra kerja/ kampus 

3. Tujuan Pembuatan film: 
a. Proposal kegiatan 
b. Fotocopy tanda pengenal 
c. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan

4. Tujuan Ekspedisi: 
a. Proposal kegiatan 
b. Fotocopy tanda pengenal 
c. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan

5. Tujuan Jurnalistik: 
a. Proposal kegiatan
b. Fotocopy tanda pengenal 
c. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
d. Fotocopy kartu pers

 
B. Warga Negara Asing 

1. Tujuan Penelitian dan pengembangan: 
a. Surat keterangan jalan dari kepolisian 
b. Proposal kegiatan 
c. Fotocopy Paspor 
d. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
e. Surat ijin Penelitian Dari  Kementerian Negara Riset  dan

Teknologi 
f.  Surat Pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam

Negeri 
g. Surat Rekomendasi dari mitra kerja 

2. Tujuan Ilmu pengetahuan dan Pendidikan: 
a. Surat keterangan jalan dari kepolisian 
b. Proposal kegiatan 
c. Fotocopy 
d. Paspor 
e. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
f. Surat Rekomendasi dari mitra kerja 

3. Tujuan Pembuatan film: 
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a. Surat keterangan jalan dari kepolisian 
b. Proposal kegiatan
c. Fotocopy Paspor
d. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
e. Surat Izin pembuatan film dari Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif
f. Sinopsis
g. Daftar Peralatan
h. Daftar Anggota Tim
i. Surat  Rekomendasi  dari  Sekretaris  Direktorat  Jenderal

KSDAE 
4. Tujuan Ekspedisi: 

a. Surat keterangan jalan dari kepolisian 
b. Proposal kegiatan
c. Fotocopy Paspor
d. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan

5. Tujuan Jurnalistik: 
a. Surat keterangan jalan dari kepolisian
b. Proposal kegiatan
c. Fotocopy Paspor 
d. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
e. Foto copy kartu Pers

2. Sistem Mekanisme 
dan Prosedur

Keterangan:

1. Pemohon  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah
dilengkapi  persyaratan  secara  langsung  ke  loket  pelayanan
Balai Besar KSDA Papua atau dalam bentuk  softcopy melalui
contact person 082233500396, Call center 082397709728 atau
email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan.

3. Permohonan  diteruskan  kepada  Kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Teknis KSDA.

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi kelengkapan permohonan SIMAKSI.

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat  konsep  surat  kepada  pemohon  untuk  melengkapi
berkas permohonan.

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyampaikan kepada pemohon
untuk memaparkan kegiatan  (bagi pemohon yang berada di
luar Kota/kabupaten Jayapura,  akan disediakan link zoom
meeting)

7. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi Permohonan Lengkap/ 
tidak

Paparan kegiatan dan 
konsep Izin Akses

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran Izin Akses

Izin Akses dikirim/ 
diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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menyiapkan konsep dokumen SIMAKSI  dan  disampaikan ke
kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan.

8. Apabila konsep dokumen SIMAKSI belum disetujui oleh Kepala
Balai  Besar,  maka  dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan dan
Pelayanan untuk diperbaiki.

9. Apabila konsep dokumen SIMAKSI disetujui oleh Kepala Balai
Besar, maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat final 
dokumen SIMAKSI

10. Dokumen SIMAKSI asli yang sah diserahkan kepada pemohon
di loket pelayanan.

3. Jangka Waktu 
Pelayanan

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 2 (dua) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

2. Jika  berkas  dinyatakan  lengkap,  paling  lambat  2  (dua)  hari
dilakukan  presentasi  oleh  pemohon,  jika  belum  akan
diinformasikan ke pemohon

3. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah presentasi, disampaikan hasil
kegiatan no 2. Jika telah sesuai maka diterbitkan SIMAKSI

4. Biaya/Tarif Membayar PNBP sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, sebagai berikut:

1. Pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar, serta
pengambilan dan pengangkutan spesimen tumbuhan dan satwa
liar.
a. pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam

bentuk film dan foto komersial.
1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman

Wisata Alam) dan Taman Buru:
a) Warga Negara Asing : Rp. 20.000.000,00 per paket
b) Warga Negara Indonesia : Rp. 10.000.000,00 per

paket
2) Kawasan  Suaka  Alam  (Cagar  Alam  dan  Suaka

Margasatwa):
a) Warga Negara Asing : Rp. 4.000.000,00 per paket
b) Warga  Negara  Indonesia  :  Rp.  2.000.000,00  per

paket
b. Kegiatan penelitian menggunakan Kawasan.

1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman
Wisata Alam):
a) Warga Negara Asing

(1) < 1 bulan : Rp. 5.000.000,00 per orang
(2) 1 bulan – 6 bulan : Rp. 10.000.000,00 per orang
(3) 7 bulan – 12 bulan : Rp. 15.000.000,00 per orang

b) Warga Negara Indonesia
(1) < 1 bulan : Rp. 100.000,00 per orang
(2) 1 bulan – 6 bulan : Rp. 150.000,00 per orang
(3) 7 bulan – 12 bulan : Rp. 250.000,00 per orang

2) Kawasan  Suaka  Alam  (Cagar  Alam  dan  Suaka
Margasatwa):
a) Warga Negara Asing

(1) < 1 bulan : Rp. 7.500.000,00 per orang
(2) 1 bulan – 6 bulan : Rp. 12.500.000,00 per orang
(3) 7 bulan – 12 bulan : Rp. 17.500.000,00 per orang

b) Warga Negara Indonesia
(1) < 1 bulan : Rp. 125.000,00 per orang
(2) 1 bulan – 6 bulan : Rp. 175.000,00 per orang
(3) 7 bulan – 12 bulan : Rp. 300.000,00 per orang

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia
Nomor : P.38/Menhut-II/2014, pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)
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di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru
dan Hutan Alam dapat diberikan kepada Mahasiswa atau Pelajar
Indonesia yang melakukan kegiatan penelitian.

5. Produk Pelayanan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) untuk Penelitian
dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Pendidikan, Pembuatan
film  komersial,  Pembuatan  film  non  komersial,  Pembuatan  film
documenter serta Ekspedisi dan Jurnalistik yang berlaku selama 3
(tiga) bulan dan dapat diperpanjang

6 Penanganan 
Pengaduan, Saran 
dan Masukan/ 
Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 
Papua

2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi
Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya

2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang   Pelayanan
Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Kehutanan;

7. Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  :
P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan
Tertentu  Pengenaan  Tarif  Rp.  0,00  (Nol  Rupiah)  di  Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan
Alam;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam  Nomor  :  P.7/IV-SET/2011  tentang  Tata  Cara  Masuk
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman
Buru.

2. Sarana dan 
Prasarana dan/atau 
Fasilitas

1. Ruang Tunggu;
2. Ruang pertemuan;
3. LCD projector;
4. Dispenser;
5. Permen;
6. Komputer/ laptop;
7. Printer dan scanner;
8. Kamera;
9. ATK;
10. Jaringan internet.

3. Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA,
2. Dapat mengoperasikan computer,
3. Menguasai tata bahasa yang baik,
4. Memahami  peraturan  perundang-undangan  terkait  tata  cara
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masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelesatrian Alam dan
Taman Buru dan penerbitan SIMAKSI.

4. Pengawasan 
Internal

1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5. Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang.

6. Jaminan

Pelayanan

1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan.

2. Personil penyedia layanan memiliki kompetensi yang memadai 
dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus  disampaikan
kepada pemohon

3. Pemohon/pengunjung  memperoleh  kemudahan  dalam
berkegiatan  di  dalam  kawasan  konservasi  memperoleh
informasi terkait kawasan yang akan dikunjungi.

7. Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                              ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 8 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM
NEGERI (SATS-DN) KOMERSIAL YANG BELUM LIMPAHKAN KEWENANGANNYA

KEPADA  BIDANG KSDA WILAYAH DAN SEKSI KONSERVASI WILAYAH

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan 1. Pemohon dapat berupa :

a. Orang perorangan 
b. Badan usaha milik Negara
c. Badan Usaha Milik Daerah
d. Badan usaha milik desa
e. Perseroan Terbatas
f. Persekutuan komanditer
g. Koperasi

2. Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh :
a. Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan

Satwa Liar Dalam Negeri 
b. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha lainnya terkait dengan l

egalitas asal usul specimen

Spesimen TSL berasal dari Habiitat Alam:

Permohonan  diajukan  oleh  pemohon  kepada  Kepala  Balai  Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
1. Fotocopi Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan

dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku
2. Fotokopi izin pengambilan/penangkapan TSL yang masih berlaku
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok
4. Laporan Mutasi stok TSL
5. Rekomendasi Kepala Bidang KSDA Wilayah
6. Pertimbangan Teknis Kepala SKW
7. Telah mendapatkan pembagian kuota pengambilan/ penangkapan

yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
Spesies dan Genetik pada tahun berjalan

Spesimen TSL berasal dari Hasil Penangkaran/Budidaya:

1. Fotocopi  Sertifikat  Standar  Izin  Usaha  Peredaran  Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku

2. Fotokopi izin penangkaran/budidaya yang masih berlaku
3. Telah mendapatkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil

penangkaran/budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
KSDAE pada tahun berjalan

4. Sumber spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya yang
sah

5. Fotokopi  SK penetapan Batas Maksimal  Pemanfaatan (BMP)
yang masih berlaku

6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pemanenan TSL
7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok TSL yang akan diangkut
8. Laporan Mutasi stok TSL
9. Rekomendasi Kepala Bidang KSDA Wilayah
10. Pertimbangan Teknis Kepala SKW
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2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui  contact
person  082233500396,  Call  center  082397709728  atau  email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Balai  Besar  untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi permohonan

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan  dan  Pelayanan  menyiapkan  pelaksanaan
pemeriksaan asal-usul TSL dan melakukan telaah

7. Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan melaksanakan pemeriksaan
asal usul TSL, menyusun konsep berita acara pemeriksaan TSL,
atau melakukan telaah, kemudian menyampaikan kepada Kepala
Bidang Teknis KSDA

8. BAP atau telaah disreahkan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA
untuk ditandatangani bersama pemohon dan tim pemeriksa

9. Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan dokumen SATS-
DN sesuai dengan BAP

10. Kepala Balai Besar menandatangani dokumen SATS-DN 
11. SATS-DN  diserahkan kepada pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Paling  lama  4  (empat)  hari  kerja,  terhitung  sejak  berkas
permohonan  lengkap  diterima  oleh  Pokja  Pemanfaatan  dan
Pelayanan

2. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan

4 Biaya Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berupa
dokumen  Surat  Angkut  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar  Dalam Negeri
(SATS-DN), sebesar Rp. 35.000,00 per dokumen

5 Produk Pelayanan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-
DN)

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi Permohonan Lengkap/ 
tidak

BAP dan TelaahTanda tangan SATS DN
SATS DN dikirim/ 

diambil

1 2,3 4

8

6,7

5

9,1011
Penandatanganan BAP 

dan Proses SATS DN
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PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun  2023  Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Tumbuhan  dan
Satwa Liar

9. Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor  447/Kpts-II/2003 tentang
Tata  Usaha  Pengambilan  atau  Penangkapan  dan  peredaran
Tumbuhan dan Satwa

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan 

dan satwa liar

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban kantor
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8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                               ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 9 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM
NEGERI (SATS-DN) KOMERSIAL YANG TELAH DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA

KEPADA  BIDANG KSDA WILAYAH DAN SEKSI KONSERVASI WILAYAH

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Peryaratan 1. Pemohon dapat berupa :
a. Orang perorangan 
b. Badan usaha milik Negara
c. Badan Usaha Milik Daerah
d. Badan usaha milik desa
e. Perseroan Terbatas
f. Persekutuan komanditer
g. Koperasi

2. Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh :
a. Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan

Satwa Liar Dalam Negeri 
b. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha lainnya terkait dengan l

egalitas asal usul specimen

Spesimen TSL yang Tidak dilindungi UU berasal dari Habitat Alam:

Permohonan  diajukan  oleh  pemohon  kepada  Kepala  Balai  Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Fotocopi  Sertifikat  Standar  Izin  Usaha  Peredaran  Jenis

Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku
b. Fotokopi  izin  pengambilan/penangkapan  TSL  yang  masih

berlaku
c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok
d. Laporan Mutasi stok TSL
e. Rekomendasi Kepala SKW
f. Telah  mendapatkan  pembagian  kuota  pengambilan/

penangkapan  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Konservasi
Keanekaragaman  Hayati  Spesies  dan  Genetik  pada  tahun
berjalan

Spesimen  TSL  yang  Tidak  dilindungi  UU  berasal  dari  Hasil
Penangkaran/Budidaya

1. Fotocopi  Sertifikat  Standar  Izin  Usaha  Peredaran  Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku

2. Fotokopi izin penangkaran/budidaya yang masih berlaku
3. Telah mendapatkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil

penangkaran/budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
KSDAE pada tahun berjalan

4. Sumber spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya yang
sah

5. Fotokopi  SK penetapan Batas Maksimal  Pemanfaatan (BMP)
yang masih berlaku

6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pemanenan TSL
7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok TSL yang akan diangkut
8. Laporan Mutasi stok TSL
9. Rekomendasi Kepala Kepala SKW
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2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pelaku  usaha  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan pada
Bidang KSDA/SKW setempat atau dalam bentuk softcopy melalui 
contact person  082233500396,  Call  center  082397709728 atau
email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Urusan Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan  diteruskan  kepada  kepala  Kepala  Bidang  KSDA
untuk mendapatkan disposisi

4. Urusan  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  melakukan  verifikasi
permohonan

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Kepala Bidang KSDA
Wilayah  membuat  surat  kepada  pemohon  untuk  melengkapi
berkas permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Urusan
Pemanfaatan  dan  Pelayanan  menyiapkan  pelaksanaan
pemeriksaan asal-usul TSL dan melakukan telaah

7. Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan melaksanakan pemeriksaan
asal usul TSL, menyusun konsep berita acara pemeriksaan TSL,
atau melakukan telaah, kemudian menyampaikan kepada Kepala
Bidang KSDA Wilayah

8. BAP atau telaah diserahkan kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah
untuk ditandatangani bersama pemohon dan tim pemeriksa

9. Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan dokumen SATS-
DN sesuai dengan BAP

10. Kepala Bidang KSDA Wilayah menandatangani dokumen SATS-
DN 

11. SATS-DN  diserahkan kepada pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Paling  lama  4  (empat)  hari  kerja,  terhitung  sejak  berkas
permohonan  lengkap  diterima  oleh  Urusan  Pemanfaatan  dan
Pelayanan

2. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan

4 Biaya Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berupa
dokumen  Surat  Angkut  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar  Dalam Negeri
(SATS-DN), sebesar Rp. 35.000,00 per dokumen

5 Produk Pelayanan Dokumen Surat  Angkut  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar  Dalam Negeri
(SATS-DN)

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua/Bidang KSDA Wilayah/SKW
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi Permohonan Lengkap/ 
tidak

BAP dan TelaahTanda tangan SATS DN
SATS DN dikirim/ 

diambil

1 2,3 4

8

6,7

5

9,1011
Penandatanganan BAP

dan Proses SATS DN
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PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun  2023  Perizinan  Berusaha  Pemanfaatan  Tumbuhan  dan
Satwa Liar

9. Keputusan Menteri  Kehutanan Nomor  447/Kpts-II/2003 tentang
Tata  Usaha  Pengambilan  atau  Penangkapan  dan  peredaran
Tumbuhan dan Satwa

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan 

dan satwa liar

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

8 Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
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Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                              ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 10 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN

WISATA ALAM (PBPSWA) PADA KAWASAN KONSERVASI

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan Pelaku usaha dapat berupa :

1. Badan usaha milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Badan Usaha milik Swasta
4. Koperasi

Permohonan  diajukan  oleh  pemohon  kepada  Kepala  Balai  Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
1. proposal usaha, yang memuat informasi:

a. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha,
letak/lokasi areal yang dimohon).

b. Rencana Kegiatan Usaha (memberikan gambaran umum
dan penjelasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sarana
jasa lingkungan wisata alam yang  dilaksanakan  sehingga
dapat   memberikan   kontribusi  bagi pengembangan wisata
 alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar
kawasan,  bagi  penerimaan  negara  dan  bagi
perusahaan/koperasi sendiri, menjelaskan juga mengenai
jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan,
jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun, rencana tenaga
kerja, serta rencana investasi); dan

c. Penutup  (menjelaskan  mengenai  asumsi-asumsi  dan  ha
rapan untuk terselenggaranya kegiatan pengusahaan sarana
jasa  lingkungan  wisata  alam  sehingga  tujuan  yang  telah
ditetapkan dapat tercapai).

1. Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai
2. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon

dan dituangkan dalam Berita  Acara  Pemberian  Tanda  Batas
dan Peta areal rencana kegiatan usaha 1 :25.000

3. Persetujuan Lingkungan
4. Sertifikat standar yang belum terverifikasi 

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pemohon  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep 
Pertimbangan Teknis

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran 

Pertimbangan Teknis

Pertimbangan 
Teknis dikirim/ 

diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011
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Besar KSDA Papua / Bidang KSDA Wilayah / SKW atau dalam
bentuk  softcopy melalui  contact  person  082233500396,  Call
center 082397709728 atau email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar KSDA Papua 
untuk didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA 

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi permohonan

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan konsep Pertimbangan
Teknis

7. konsep Pertimbangan Teknis disampaikan kepada kepala Balai
Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila konsep Pertimbangan Teknis belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

9. Apabila konsep Pertimbangan Teknis telah disetujui Kepala Balai
Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Pertimbangan Teknis ditandatangani Kepala Balai Besar
11. Pertimbangan Teknis diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

1. Paling  lama  5  (empat)  hari  kerja,  terhitung  sejak  berkas
permohonan  lengkap  diterima  oleh  Pokja  Pemanfaatan  dan
Pelayanan

2. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan

4 Biaya Tidak dipungut

5 Produk Pelayanan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa 
Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

5. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  3
Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada
Penyelenggaran  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor:

P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019  Tentang  Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki  kemampuan  atau  pemahaman  tentang  rencana

perkembangan pariwisata alam di daerahnya

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor 
untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor

2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal 
berjumlah 2 (dua) orang.

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                               ${ttd}

                                                                                         ATANASIUS GUNTARA MARTANA
                                                                                         NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 11 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERTIMBANGAN
TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM

PADA KAWASAN KONSERVASI

No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan Pelaku usaha dapat berupa :

5. Perorangan
6. Badan usaha milik Negara
7. Badan Usaha Milik Daerah
8. Badan Usaha milik Swasta
9. Badan Usaha Milik Desa
10. Koperasi

Usaha  penyediaan  jasa  wisata  alam  pada  kawasan  konservasi,
meliputi:
a. Penyediaan Jasa Pemandu/Interpreter Wisata Alam
b. Penyediaan Jasa Transportasi Wisata alam
c. Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata Alam
d. Penyediaan Jasa Cinderamata Wisata alam
e. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam
f. Penyediaan Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam
g. Penyediaan Jasa Informasi Pariwisata Alam.

Non Perorangan
Permohonan  diajukan  oleh  pemohon  kepada  Kepala  Balai  Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
1. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan, yang memuat

informasi:
a. Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan Usaha)
b. Rencana Kegiatan Usaha (Memberikan gambaran umum

dan penjelasan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa wisata
alam  yang dilaksanakan  sehingga  dapat  memberikan
kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di
 kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan
negara dan bagi perusahaan/ koperasi sendiri, menjelaskan
juga  mengenai  jenis  kegiatan  usaha  dan  rencana  tenaga
kerja)

c. Penutup   (Menjelaskan   mengenai   asumsi-asumsi   dan  
harapan   untuk  terselenggaranya kegiatan usaha jasa
wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat
tercapai)

2. Akta Pendirian Badan Usaha
3. Surat  pernyataan  kesanggupan  memenuhi standar  kegiatan  

usaha  melalui Sistem OSS
4. Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai
5. Sertifikat standar yang belum terverifikasi 
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Perorangan
Permohonan  diajukan  oleh  pemohon  kepada  Kepala  Balai  Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
1. Surat Keterangan Keahlian/pernah mengikuti  pelatihan sesuai

bidang usaha  (khusus  untuk  jasa  pemandu/interpreter  wisata
alam/wisata petualangan)

2. Surat  pernyataan  kesanggupan  memenuhi standar kegiatan
usaha melalui Sistem OSS

2 Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Keterangan :
1. Pemohon  dapat  menyampaikan  permohonan yang  telah

dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua / Bidang KSDA Wilayah / SKW atau dalam
bentuk  softcopy melalui  contact  person  082233500396,  Call
center 082397709728 atau email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket  menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar KSDA Papua 
untuk didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA 

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi permohonan

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila  permohonan  dinyatakan  lengkap  maka  Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan konsep Pertimbangan
Teknis

7. konsep Pertimbangan Teknis disampaikan kepada kepala Balai
Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila konsep Pertimbangan Teknis belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke  Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

9. Apabila konsep Pertimbangan Teknis telah disetujui Kepala Balai
Besar  maka  Pokja  Pemanfaatan  dan  Pelayanan  membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Pertimbangan Teknis ditandatangani Kepala Balai Besar
11. Pertimbangan Teknis diserahkan ke pemohon

3 Jangka  Waktu
Pelayanan

3. Paling  lama  5  (empat)  hari  kerja,  terhitung  sejak  berkas
permohonan  lengkap  diterima  oleh  Pokja  Pemanfaatan  dan
Pelayanan

4. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan

4 Biaya Tidak dipungut

Permohonan 
Masuk

Agenda dan 
Disposisi

Verifikasi 
Permohonan

Lengkap/
tidak

Telaah dan Konsep 
Pertimbangan Teknis

Setuju/ 
Tidak

Tanda tangan dan 
Penomoran 

Pertimbangan Teknis

Pertimbangan 
Teknis dikirim/ 

diambil

1 2,3 4

8

7

6

5

9,1011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            40 / 73                            40 / 73



5 Produk Pelayanan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengusahaan Jasa Wisata 
Alam Pada Kawasan Konservasi

6 Penanganan
Pengaduan,  Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis 
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA 

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990   tentang  Konservasi

Sumber Daya Alam  Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

5. Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  3
Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada
Penyelenggaran  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor:
P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019  Tentang  Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

2 Sarana dan 
Prasarana dan/atau
Fasilitas

1. Ruang tunggu
2. Dispenser
3. Komputer
4. Printer
5. Scanner

3 Kompetensi 
Pelaksana

1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup

dan kehutanan
6. Memiliki  kemampuan  atau  pemahaman  tentang  rencana

perkembangan pariwisata alam di daerahnya

4 Pengawasan Internal 1. Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Standar  Pelayanan  ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

5 Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan  layanan  sesuai  dengan  standar  yang  telah
ditetapkan

2. Petugas  penyelenggara  layanan  memiliki  kompetensi  yang
memadai  dan  responsif  terhadap  informasi  yang  harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan
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7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan

1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor 
untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor

2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal 
berjumlah 2 (dua) orang.

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat 
b. Membandingkan  praktek  pemberian  pelayanan  ini  dengan

standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 002
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Lampiran 12 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT PROPOSAL PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
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DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

                                                                                              ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
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NIP 19721002 199903 1 001

Lampiran 13 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

FORMAT RENCANA KARYA PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
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DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 14 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT RENCANA KARYA PERIZINAN BERUSAHA PENANGKARAN TUMBUHAN
DAN SATWA LIAR
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DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
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Lampiran 15 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT PROPOSAL PERIZINAN BERUSAHA PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
LIAR
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DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL :  31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}
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Lampiran 16 : Keputusan  Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Papua  tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua 

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT RENCANA KARYA PERIZINAN BERUSAHA PEREDARAN DALAM NEGERI /
LUAR NEGERI TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
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DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

      ${ttd}

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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